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P  U  T  U  S  A  N
NOMOR :  146/PLW/2011/PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  pemer iksaan  s ingka t ,  te lah  

member ikan  putusan  dalam  sengketa  per lawanan  te rhadap  

Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  

dimohonkan  oleh  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nama: ALBINER SITOMPUL

Warganegara : Indones ia

Peker j aan : TNI  (Da lam Proses  Pengunduran  Di r i )

Alamat : Komplek  Kodam Cibubur ,  Kelu rahan  Cibubur ,  

Kecamatan  Ci racas ,  Jakar ta  Timur ;

Nama: dr .  STEVEN P.B.  SIMANUNGKALIT.

Warganegara : Indones ia

Peker j aan : Dokte r

Alamat : J l .  Perdana  No.  21,  Kelu rahan  Petukangan,  

Kecamatan  Pesanggrahan ,  Jakar t a  

Sela tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
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Dalam  hal  in i  member ikan  kuasa  

kepada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H.  SUPONO, SH.

IKHWALUDDIN SIMATUPANG, SH.MH.

HASPRILIATI ,  SH.

RODER NABABAN, SH.

KUSMAYADI,  SH.

HADININGTYAS,  SH.

JOKO NURWANTO, SH.

ROJALIH,  SH.

Semuanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Para  

Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum  pada  Kanto r  

Advokat  SELVIA  SIMANUNGKALIT  & Assoc ia tes ,  

bera lamat  d i  Gedung  ITC  Cempaka  Mas,  Lt  

Mezzan ine  No.  18 A,  Ja lan  Let j end  Suprap to ,  

Kav-  1  Jakar ta  Pusat ,  10640 ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  22  Agustus  

2011,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  seba gai  

PARA PELAWAN ;  - - - - - - - - - - - - - -

L A W A N

MENTERI  DALAM NEGERI.   berkedudukan  di  Ja lan   Medan Merdeka  

Utara  Nomor   7,  Jakar t a  

Pusat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - -

Dalam  hal  in i  member i kan  Kuasa  

kepada; - - - - - - - - - - - - - -

Prof .  DR.  ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH.

ERMA WAHYUNI,  SH.  M.Si .

SUKACA, SH.  M.Si .

S.  ADITYA WIJAYA,  SH.

R.  PERMELIA FABYANNE, SH.Mhum.

ROMUALDO MANURUNG, SH.Mhum.

SYELLI  NILA KRESNA, SH.

KUSUMA DWI HASTANTI ,  SH.

Ber t i ndak  untuk  atas  nama Menter i  Dalam 

Neger i ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  183/8316 /SJ  te r t angga l  26 Agustus  

2011,  untuk  se lan ju tn ya  disebu t  sebaga i  

TERLAWAN ; - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t ,  te l ah  

membaca :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  

Nomor:  146/ G/2011 /PTUN.JKT. ,  te r t angga l  11  Agustus   2011 

ten tang  Penetapan  Dissmisa l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  

:  146/PEN/2011/PTUN- JKT. ,  te r t angga l  26  Agustus  2011 

ten tang  penetapan  Susunan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  Nomor  :  146/PEN- HS/2011/PTUN- JKT,  te r t angga l  13 

September  2011  ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan ,  membaca 

ala t  bukt i  para  pihak  yang  bersengke ta ,  dan  mendengar  

kete rangan  para  pihak  yang  bersengke ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA 

Menimbang,  bahwa  Para  Pelawan  te lah  mengajukan  gugatan  

per l awanan  te rhadap  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  :   146/G/2011 /PTUN.JKT. ,  te r t angga l  11 

Agustus  2011  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  25  Agustus  2011,  yang  

dida f t a r kan  dalam  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

146/PLW/2011/PTUN.JKT. ,  yang  mengemukakan  alasan- alasan  

sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa,  Per lawanan  Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  

4
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te rhadap  Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Nomor  146/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  11  Agustus  2011,  

dia jukan  oleh  Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat ,  masih  

da lam  tenggang  waktu  14  (empat  be las )  har i  se jak  

diucapkan ,  yakn i  se jak  tangga l  11  Agustus  2011,  

seh ingga  Per lawanan  Para  Pelawan  te l ah  memenuhi  huru f  a 

Pasa l  62  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  

berbuny i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“   Terhadap  penetapan  sebaga imana  dimaksud  

dalam ayat  (1 )  dapat  d ia j ukan  per lawanan  

kepada  Pengad i l an  da lam  tenggang  waktu  

empat  be las  har i  sete lah  diucapkan  “  ;

Bahwa,  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  te l ah  

mengeluarkan  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Nomor  146/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  11  Agustus  

2011,  yang  da lam  amar  penetapannya  

menetapkan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.  134.000 , -  (Sera tus  Tiga  Puluh  Empat  Ribu  

Rupiah)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 5 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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Bahwa,  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  TELAH 

KELIRU  memahami  gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  a  quo,  d imana  gugatan  Para  Pelawan/semula  

Para  Penggugat  a  quo  te l ah  sempurna  dan/a tau  te l ah  

benar - benar  sesua i  dengan  fak ta - fak ta  yang  te lah  di  

da l i l k an  dalam  gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  a quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  obyek  sengketa  (Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  131.12- 566  Tahun  2011,  tangga l  27  Ju l i  2011  

ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara  dan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  :  132.12- 566  Tahun  2011,  tangga l  27  Ju l i  

2011  ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  yang  dia jukan  

Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  da lam gugatan  a  quo 

t i dak  memenuhi  sa lah  satu  atau  beberapa  atau  semua 

keten tuan  sebaga imana  dia tu r  da lam  huru f  a,  b,  c,  d  

dan/a tau  e Pasal  62  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  5 tahun  

1986,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  te l ah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  No.  51  tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

karena ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  Sengketa  gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  nyata - nyata  te rmasuk  dalam  wewenang 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  sebaga imana  te rsebu t  

da lam  dal i l  pos i t a  gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat  pada  Poin  3  ( t i ga )  mengena i  :  “  OBYEK 

GUGATAN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA “  dar i  

Poin  3.1  ( t i ga  t i t i k  satu )  sampai  dengan  3.8  ( t i ga  

t i t i k  de lapan)  pada  halaman3  ( t i ga )  h ingga  halaman  6 

(enam)  dalam  Gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syara t - syara t  gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  

te l ah  memenuhi  Pasa l  56 Undang- Undang  No.  5  tahun  

1986,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  :  

nama,  kewarganegaraan ,  tempat  t i ngga l ,  dan  peker j aan  

Para  Penggugat  atau  Para  kuasanya ,  nama jaba tan  dan  

tempat  kedudukan  Tergugat ,  sebaga imana  te rsebu t  pada  

halaman  1 (sa tu )  h ingga  halaman  2 (dua)  gugatan  Para  

Pelawan/semula  Para  Penggugat ,  dasar  gugatan  dan  ha l  

yang  dimin ta  untuk  dipu tuskan  oleh  Pengad i l an ,  secara  

je l as  di tuangkan  Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  

da lam  Posi ta  maupun  Pet i t um  gugatan  Para  

Pelawan/semula  Para  Penggugat ,  gugatan  dise r t a i  pu la  

sura t  kuasa  yang  sah  karena  diwak i l i  kuasa  dan  

gugatan  dise r t a i  pu la  dengan  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  disengke takan  o leh  Para  Pelawan/semula  

Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Alasan- alasan  yang  di j ad i kan  dasar  gugatan  Para  

Pelawan/semula  Para  Penggugat  adalah  a lasan- alasan  

Halaman 7 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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yang  layak ,  sebaga imana  te rsebu t  dalam pos i t a  gugatan  

Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  pada  poin  5 ( l ima )  

mengenai  “  TENTANG ALASAN GUGATAN “  pada  halaman  7 

( tu j uh )  h ingga  halaman  18  (de lapan  be las )  da lam 

gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Apa  yang  d i t un tu t  Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  

da lam  Pet i t um  Gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  be lum  dipenuh i  o leh  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  diguga t /men jad i  Obyek Sengketa  ;

Gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat  dia j ukan  

masih  da lam  tenggang  waktu  atau  t i dak  lewat  waktu ,  

sebaga imana  te rsebu t  da lam  poin  2  (dua)  mengenai  “  

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN “ ,  po in  2.1  (dua  

t i t i k  satu )  h ingga  2.2  (dua  t i t i k  dua)  pada halaman 3  

dalam  gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  walaupun  obyek  sengketa  yang  d ia j ukan  Para  

pelawan/semula  Para  Penggugat  menyangkut  t i ndak  lan ju t  

has i l  PEMILUKADA  in  casu  PEMILUKADA  di  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah,  sebaga imana  te rsebu t  da lam 

per t imbangan  hukum Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  pada  al i nea  ke  t i ga ,  ke  empat ,  ke  l ima  dan  ke  

enam  pada  halaman  3  ( t i g a )  da lam  Penetapan  No.  

146/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  11  Agustus  2011,  namun 
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yang  per l u  diga r i s  bawahi  ada lah  prosedur  te rb i t n ya  

obyek  sengketa  seharusnya  t i dak  d i l andas i  Surat  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  Nomor  :  37/KPU- TT/SK/ I I I / 2 011 ,  tangga l  18  Maret  

2011,  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011,  

yang  di j ad i kan  kons ide rans  obyek  sengketa ,  karena  Surat  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  Nomor  :  37/KPU- TT/SK/ I I I / 2 011 ,  tangga l  18  Maret  

2011,  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011,  

t i dak  memi l i k i  kekuatan  hukum,  karena  dasar  untuk  

menindak lan ju t i n ya  yakn i  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  

730.A /KPU- TT/002.434687 /X I I / 2 010 ,  tangga l  13  Desember  

2010,  ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  te lah  diba ta l kan  berdasarkan  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  42/KPU- TT/SK/VI I / 2 011 ,  tangga l  

14 Ju l i  2011,  ten tang  Pencabutan  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  730.A /KPU-

TT/002 .434687/X I I / 2 010 ,  tangga l  13  Desember  2010,  

ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  sebaga i  rea l i s a s i  atau  

pelaksanaan  Putusan  PTUN Medan Nomor  :  01/G/2011 /PTUN-

MDN,  tangga l  10  Maret  2011,  yang  te lah  berkekua tan  

hukum te tap  ( ink rach ) ,  sebaga imana  d imaksud  da lam Sura t  

Halaman 9 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
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Keterangan  Ink rach  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Medan  

Nomor  :  W1-TUN1/AT.02 .07 / I I I / 2 011 ,  tangga l  28  Maret  

2011,  adapun  amar  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Medan  

Nomor  :  01/G/2011 /PTUN- MDN,  tangga l  10  Maret  2011,  

berbuny i  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  Sura t  keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  730.A /KPU-

TT/002 .434687 /X I I / 2 010 ,  ten tang  Penetapan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  

tangga l  13 Desember  2010  (beser t a  Lampi ran  keputusan)  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  

730.A /KPU- TT/002 .434687/X I I / 2 010 ,  ten tang  Penetapan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah,  tangga l  13  Desember  2010  (beser t a  Lampi ran  

keputusan)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Memer in tahkan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  yang  baru  ten tang  :  Penetapan  Pasaangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  pada  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  
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Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011,  dengan  

mengiku t se r t a kan  dan mencantumkan  nama Para  Penggugat  

ALBINER SITOMPUL dan  dr ,  STEVEN P.B.  Simanungka l i t  

sebaga i  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  pada  Pemi l i han  Umum Bupat i  

dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun 2011  

dar i  Gabungan  par ta i  Pol i t i k  untuk  pemi l i han  Umum 

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  d i  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Penetapan  Nomor  :  01/G/2011 /PTUN- MDN,  

tangga l  10  Februar i  2011  ten tang  

Penundaan/Penangguhan  te rhadap  Sura t  keputusan  objek  

sengketa  dalam perkara  in i  te tap  dipe r t ahankan  sampai  

ada Putusan  pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  atau  penetapan  pengad i l an  yang  menyatakan  

seba l i k nya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  kemudian  untuk  menindak  lan ju t i  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  

42/KPU- TT/SK/VI I / 2011 ,  tangga l  14  Ju l i  2011,  ten tang  

Pencabutan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  730.A /KPU-

TT/002 .434687/X I I / 2 010 ,  tangga l  13  Desember  2010,  

ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  sebaga i  pe laksanaan  Putusan  

PTUN Medan Nomor  :  01/G/2011 /PTUN- MDN, tangga l  10 Maret  

2011  yang  te l ah  berkekua tan  hukum  te tap  ( ink rach ) ,  

te lah  

Halaman 11 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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di t e rb i t k an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  KPUD  Tapanu l i  Tengah  Nomor  813/KPU-

TT/002 .434687 /V I I / 2 011 ,  tangga l  15  Ju l i  2011.  

Per iha l  Mohon  Agar  Dana  Pemi lukada  Ulang  Dapat  

Di tampung  Dalam APBD; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  170/1021 /2011  

tangga l  15  Ju l i  2011,  Per iha l  Perse tu j uan  Pr ins i p  

Agar  Dapat  Di tampung  Anggaran  Pemi lukada  

Ulang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Ketua  DPRD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  

170/516 .A /2011 ,  tangga l  19  Ju l i  2011,  Per iha l  Pada  

Pr ins i pnya  Dapat  Menyetu ju i  Anggaran  Pemi lukada  

Ulang  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  untuk  

dapat  d iusu l kan  dan d ibahas  bersama Pani t i a  Anggaran  

pada  RAPBD  Tahun  Anggaran  

2012; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  KPUD  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  823/KPU-

TT/002 .434687 /V I I / 2 011 ,  tangga l  19  Ju l i  2011,  

Per iha l  Pemi lukada  Ulang  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  se la i n  ha l  te rsebu t  d ia tas  Surat  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  

37/KPU- TT/SK/ I I I / 2 011 ,  tangga l  18  Maret  2011,  ten tang  

12
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Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Tahun  2011  dan  Berkas  

Admin is t r a s i  Pengusu lan  dan  Pengangkatan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  t i dak  lengkap  

sebaga imana  dibuk t i k an  

oleh ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  :  131/7315 /2011 ,  

tangga l  8  Ju l i  2011,  Per iha l  Kekurangan  Berkas  

Pengusu lan  dan  Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  yang  di tu j ukan  

kepada  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  ketua  DPRD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  

170/493 .A /2011 ,  tangga l  11  Ju l i  2011,  Per iha l  

Kekurangan  Berkas  Pengusu lan  dan  Pengangkatan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah,  yang  di tu j ukan  kepada  Gubernur  Sumatera  

Utara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Nomor  :  809/KPU- TT/002 .434687 /V I I / 2011 ,  tangga l  12  

Ju l i  2011,  Per iha l  Kekurangan  Berkas  Pengusu lan  

dan  Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 13 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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Sura t  dar i  Kanto r  Advokat  Roder - Horas  & Assoc ia tes  

Nomor  :  028/Roder - Horas .  Assoc ia tes /V I I / 2 011 ,  

tangga l  25  Ju l i  2011Menerb i t k an  SK  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  a/n  Raja  

Bonaran  Si tumeang,  S.H,  M.Hum dan  Drs .  Syukran  

Jami lan  

Tanjung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  oleh  karena  Per lawanan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  sangat  berdasar  secara  hukum dan/a tau  te lah  

memenuhi  huru f  a  dan  b Pasa l  62  ayat  (3 )  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

maka  sangat l ah  patu t  secara  hukum  Per lawanan  Para  

Pelawan/semula  Para  Penggugat  dinya takan  dalam  Putusan  

Per lawanan  in i  dapat  d i te r ima  atau  berdasar  secara  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  berdasarkan  alasan  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  

Para  Pelawan/semula  Para  Penggugat ,  mohon  agar  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  cq.  Maje l i s  Hakim  yang  

Mul ia ,  Ar i f  lag i  Bi j aksana ,  berkenan  menja tuhkan  amar  

putusan  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Gugatan  Per lawanan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  dapat  d i te r ima  dan/a tau  berdasar  secara  

hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugur  demi  hukum Penetapan  Ketua  Pengad i l an  
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Tata  Usaha  Negara  Nomor  146/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  

11  Agustus  2011,  yang  d ike lua rkan  oleh  Ter lawan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Pokok  Gugatan  Para  Pelawan/semula  Para  

Penggugat  akan  di l an j u t kan  untuk  dipe r i k sa  dan  

dipu tus ,  ser ta  dise lesa i kan  dalam  acara  pemer iksaan  

biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Membebankan  sega la  biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  

menuru t  hukum,  dan  atau  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J ika  Maje l i s  Hakim  yang  Mul ia ,  Ar i f  lag i  Bi jaksana  

berpendapat  la i n  mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  

(Ex  Aequo Et  Bono) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Per lawanan  Pelawan  

te rsebu t  Pihak  Ter lawan  te l ah  mengajukan  Jawabannya  pada  

pers i dangan  tangga l  27  September   2011  yang  is i n ya  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  Ter lawan/Terguga t  berpendapat  bahwa  tanggapan  Para  

Pelawan/Para  Penggugat  te rhadap  Penetapan  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  mendal i l k an  
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objek  gugatan  a  quo  sebaga i  ob jek  gugatan  sengketa  ta ta  

usaha  negara  adalah  t i dak  tepa t ,  dengan  alasan  bahwa 

subs tans i  permasa lahan  yang  menjad i  ob jek  sengketa  ada lah  

t i ndak  lan ju t  has i l  pengh i t ungan  suara  dan  penetapan  

pemenang  Pemi l i han  Kepala  Daerah  (PEMILUKADA)  in  casu  

PEMILUKADA Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Pro v ins i  Sumatera  

Utara  yang  berdasarkan  Pasal  2  huru f  g  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun 

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa has i l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  merupakan  has i l  

dar i  pemi l i han  yang  bers i f a t  umum,  seh ingga  te rmasuk  

dalam  pengecua l i an  yang  dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  

Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ter lawan/Terguga t  sangat  sependapat  dengan per t imbangan  

hukum Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

menyatakan  bahwa objek   sengketa  a quo   yang  dike lua rkan  

oleh  Ter lawan/ Tergugat  (Mente r i  Dalam  Neger i )  da lam 

rangka  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten   Tapanu l i  

Tengah  merupakan  ke lan ju t an  has i l  pemi l i han  umum kepa la  

daerah  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  2 huru f  g Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  yang  menyatakan  

walaupun  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  akan  te tap i  bukan  

merupakan  ob jek  sengketa  Pengadi l an  Tata  Usaha  
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Negara ; - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Ter lawa n/Terguga t  sangat  sependapat  dengan  per t imbangan  

hukum Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  menyangkut  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  (PEMILUKADA)  di  Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah Prov ins i  Sumatera  Utara ,  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasal  62 ayat  (1 )  huru f  a Undang- Undang Nomor  5  

Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

secara  abso lu t  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  

mempunya i  kewenangan  untuk   mengadi l i  perka ra  a 

quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa di  dalam  Penje lasan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

disebu tkan  bahwa sengketa  Tata  Usaha  Negara  la i nnya  yang  

menuru t  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  t i dak  menjad i  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  akan  dise lesa i kan  

mela lu i  Perad i l an  Umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Jur i sp rudens i  Mahkamah Agung RI  (Putusan  Mahkamah Agung  

RI  Nomor  482  K/TUN/2003  tangga l  18  Agustus  2004  dan  

Putusan  Mahkamah Agung RI  Nomor  303 K/TUN/2003  tangga l  20  

Pebruar i  2003 menggar i skan  bahwa Keputusan  yang  berka i t an  

dan  te rmasuk  ruang  l i ngkup  pol i t i k  da lam kasus  Pemi l i han  

Kepala  Daerah  t i dak  menjad i  kewenangan  Perad i l an  Tata  

Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa menuru t  pendapat  Pro f .  Dr .  H.  La ica  Marzuk i ,  SH dalam 

dokt r i n  I lmu  Admin is t r a s i  yang  mengut i p  pendapat  Pro f .  J.  

Donner  yang  membagi  kekuasaan  negara  menjad i  dua  bag ian  

ya i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kekuasaan  negara  dalam  bidang  pol i t i k  (Taak  

Ste l l i n g ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kekuasaan  negara  dalam  menja lankan  atau  melaksanakan  

keb i j a kan  pol i t i k  (Taak  

Vervu l l i n g ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  objek  sengketa  dalam  perkara  a  quo  yang  dike lua r kan  

Menter i  Dalam  Neger i  merupakan  kewenangan  kekuasaan  

negara  dalam  bidang  po l i t i k  (Taak  Ste l l i n g )  sedangkan  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  untuk  

menguj i  keputusan- keputusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  dalam  menja lankan  atau  melaksanakan  keb i j a kan  

pol i t i k  (Taak  Vervu l l i n g ) .  Hal  in i  se ja l an  dengan  

kewenangan- kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   da lam 

pengu j i an  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dan  sengke ta  

Tata  Usaha Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  1 angka  

9  dan  angka  10  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  dan  

pembatasan  kewenangan  pengu j i an  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  2  khususnya  dalam 

perkara  a quo pada huru f  g Pasal  49 Undang- Undang Nomor  5  

Tahun  1986.  Dengan  demik ian  Keputusan  Ter lawan/ Tergugat  

18
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dalam  pengesahan  pemberhent i an  dan  pengesahan  

pengangkatan  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  

merupakan  keputusan  lan ju tan  has i l  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  sebaga i  bag ian  dar i  kewenangan  kekuasaan  negara  

dalam  bidang  pol i t i k  (Taak  

Ste l l i n g ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  objek  sengketa  a  quo  yang  dike lua rkan  o leh  Menter i  

Dalam Neger i  da lam rangka  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  di  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah merupakan  ke lan ju tan  has i l  

pemi l i han  umum kepa la  daerah  yang  nota  bene  merupakan  

suatu  mekanisme  da lam  rangka  pengesahan  Kepala  

Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah  sebaga imana  d imaksud  Pasa l  2 

huru f  g  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  yang  te lah  

diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2000  

te tap i  bukan  merupakan  ob jek  sengketa  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara .  Dengan  demik ian  maka Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa  dan mengadi l i  atas  

perkara  a  quo .  Sehingga  dapat  d ika takan  bahwa  objek  

sengketa  a  quo  masuk  dalam  ranah  keputusan  

pol i t i k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  per t imbangan  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara   yang  menyatakan  objek  sengketa ,  bukan  

merupakan  objek  sengke ta  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

dan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  untuk  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo,  se lan ju t nya  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  

bahwa  yang  mempunyai  kewenangan  mengadi l i  te rhadap  

Halaman 19 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
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perkara  a  quo  ada lah  Mahkamah  Konst i t u s i .  Hal  in i  

sebaga imana  di tegaskan  juga  dalam Pasa l  10 ayat  (1 )  huru f  

d Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  ten tang  Mahkamah 

Konst i t u s i  yang  berbuny i  : ” Mahkamah Konst i t u s i  berwenang  

mengadi l i  pada  t i ngka t  per tama  dan  te rakh i r  yang  

putusannya  bers i f a t  f i na l  untuk : ……..…; - - - -

d.  memutus  perse l i s i h an  ten tang  has i l  pemi l i han  umum 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  1  angka  (3 )  huru f  d  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  

2003  ten tang  Mahkamah  Konst i t u s i ,  yang  berbuny i  :  

“ Permohonan  ada lah  permin taan  yang  dia j ukan  secara  

te r t u l i s  kepada  Mahkamah  Konst i t u s i  mengenai :…. .  

; - - - - - - - - - - -

d.  perse l i s i h an  ten tang  has i l  pemi l i han  umum;  atau  ….. ”  

Maka per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  berka i t an  dengan  kompetens i  abso lu te  atau  

kewenangan  mengadi l i  secara  abso lu te  pengad i l an  

te rhadap  objek  gugatan  a  quo  sudah  tepa t  dan  

benar ; - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ter lawan  sangat  sependapat  dengan  per t imbangan  hukum 

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

menyatakan  Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  merupakan  

perbua tan - perbua tan  hukum  yang  te rmasuk  dalam  ruang  

l i ngkup  pol i t i k  sebaga i  t i ndak  lan ju t  has i l  PEMILUKADA in  

casu  PEMILUKADA di  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  seh ingga  

te rmasuk  dalam pengecua l i an  yang  t i dak  dapat  d iguga t  d i  
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Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  keten tuan  Pasal  2 

huru f  g  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  t i dak  berwenang  untuk  

memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  

Utara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  dal i l  dan  fak ta  hukum ser ta  argumentas i  

te rsebu t  d i  atas ,  mohon  k i ranya   Maje l i s  Hakim   yang  

memer iksa   perkara   per lawanan  in i  berkenan  member ikan  

putusan  dengan  amar  sebaga i  ber i ku t  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  Per lawanan  Pelawan/Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  Per lawanan  Pelawan  

t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvan  ke l i j k  

verk l aa rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menguatkan  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  Nomor  146/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  11 Agustus  

2011;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Membebankan  Pelawan/Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  

biaya  yang  t imbu l  da lam  perkara  

Halaman 21 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim berpendapat  la i n  mohon putusan  

yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  

bono) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

per l awanannya ,  Pelawan te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  fo to kop i  

sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  te lah  

disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  d iber i  tanda  P- 1  sampai  

dengan  P- 25,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 1 : Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor:  131.12-

566  Tahun  2011,  Tangga l  27  Ju l i  2011,  ten tang  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara .  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bukt i  P- 2 : Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor:  132.12-

566  Tahun  2011,  Tangga l  27  Ju l i  2011,  ten tang  

Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  

Tengah Prov ins i  Sumatera  Utara .  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 3 : Penetapan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Medan 

Nomor.  01/G/2011 /PTUN- MDN, tangga l  10 Pebruar i  

22
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2011.  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 4 : Sura t  Keterangan  Ink rach t  Nomor  W1-

TUN1/249/AT.02 .07 / I I I / 2 0 11 ,  Tangga l  28  Maret  

2011.  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bukt i  P- 5 : Sura t  dar i  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i   Tengah,  per i ha l  Pemi lukada  Ulang  dan  

Waki l  Buapt i  tapanu l i  Tengah,  te r t angga l  29  

Ju l i  2011 ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ; - - - - - - - - -

Bukt i  P- 6 : Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  tangga l  14  Ju l i  2011  Nomor  

42/KPU- TT/SK/VI I / 2011 /  (  fo tokop i  sesua i  

dengan 

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bukt i  P- 7 : Ber i t a  Acara  Nomor  810/KPU-

TT/002 .434687 /V I I / 2 011  ten tang  pencabutan  

Sura t  Keputusan  komis i  Pemi l i han  Umum tapanu l i  

Tengah  Nomor  730.A /KPU- TT/022.434687 /X I I / 2 010  

tangga l  13  Desember  2010.  ( fo t okop i  sesua i  

dengan Asl i nya ) ;

Bukt i  P- 9 : Sura t  dar i  KPU Tapanu l i  Tengah tangga l  15 Ju l i  

Halaman 23 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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2011  Nomor  81/KPU- TT/002 .4347687 /V I I / 2 011  

per i ha l  laporan  has i l  Pelaksanaan  Ekseskus i  

Putusan  PTUN Medan Nomor  01/G/2011 /PYTUN-MDN. 

( fo t okop i  sesua i  dengan  Asl i nya ) ; - - - -

Bukt i  P- 9 : Sura t  dar i  KPU Tapanu l i  Tengah,  tangga l  22  

Ju l i  2011,  per iha l   pernya taan  s ikap  mendukung  

dan  mensukseskan  Pemi lukada  Ulang  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  tapanu l i  Tengah.  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 10 : Sura t  dar i  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah Nomor  

823/KPU- TT/002.434687 /V I I / 2 011  te r t angga l  19  

Ju l i  2011,  per iha l  Pemi lukada  Ulang  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah.  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 11 : Sura t  dar i  DPRD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

Nomor  170/192 /2011  te r t angga l  16  Maret  2011  

per i ha l  Saran  kepada  KPUD kabupaten  Tapanu l i  

Tengah.  (  fo tokop i  sesua i  fax  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 12 : Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  No.  37/KPU- TT/SK/ I I I / 2 011 ,  

Tangga l  18 Maret  2011.  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- -

Bukt i  P- 13 : Sura t  KPUD Tapanu l i  Tengah,  yang  di t u j u kan  

kepada  PLH Bupat i  Tapanu l i  Tengah  te r t angga l  

15  Ju l i  2011.  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 14 : Sura t  Gubernur  Sumatera  Utara  yang  di tu j u kan  

kepada  Pimpinan  DPRD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

No.  131/7315 /2011  tangga l  8  Ju l i  2011.  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ; - - - - -

Bukt i  P- 15 : Sura t  KPU  Kabuoaten  Tapanu l i  Tengah  yang  

di tu j ukan  Kepala  Ketua  DPRD Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah  No.  809/KPU- TT/002434867/V I I / 2011  

tangga l  12  Ju l i  2011.  (Fo tokop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 16 : Sura t  DPRD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  kepada  

Ketua  KPUD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  per iha l  

Saran  Kepada  KPUD Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

te r t angga l  16  Maret  2011.  (Fo tokop i  sesua i  

dengan 

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bukt i  P- 17 : Sura t  DPRD kabupaten  Tapanu l i  Tengah  kepada  

Menter i  Dalam Neger i  per iha l  Mohon  Penundaan  

Halaman 25 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan  Keputusan  Pengesahan,  Pengangkatan  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Tahun  

2011  te r t angga l  29 Jnu l i  2011.  (Fo tokop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 18 : Bata l  d ia j ukan  sebaga i  

Bukt i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bukt i  P- 19 : Ber i t a  Acara  KPU Kabupaten  Tapanu l i  Tengah No.  

730.A /KPU- TT/002 .434678/X I I / 2 010 .  Tangga l  13 

Desember  2010,Ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  

pada  Pemi l i han  Umum Bupat i  Dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapannu l i  Tengah   Tahun  2011  

( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 20 : Bata l  d ia j ukan  sebaga i  

Bukt i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bukt i  P- 21 : Bata l  d ia j ukan  sebaga i  

Bukt i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bukt i  P- 22 : Sura t  dar i  Ketua  DPRD Tapanu l i  Tengah  No.  

170/493 .A /2011  te r t angga l  13  Ju l i  2011,  

26
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per i ha l  kekurangan  Berkas  Pengusu lan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  te rp i l i h  Tapanu l i  Tengah  

di tu j ukan  kepada  Gubernur  Sumatera  Utara .  

(Fo tokop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 23 : Sura t  dar i  kanto r  Advokat  /Konsu l t an  Hukum 

Roder  Nababan,  Horas  Siag ian  & Assoc ia tes  No.  

028/Roder - Horas  Assoc ia tes /V I I / 2 011 ,  d i t u j u kan  

kepada  Pres iden  R. I ,  per iha l  Mohon  t i dak  

menerb i t kan  SK.  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

kabupaten  Tapanu l i  Tengah  atas  nama   Raja  

Bonaran  Si tumeang,  SH.M.Hum.  dan  Drs .  Syukran  

Jami lan  Tanjung . (Fo tokop i  dar i  

fo tokop i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bukt i  P- 24 : Sal i nan  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Medan No.01 /G/2011 /PTUN- MDN, tangga l  10  Maret  

2011  (Fo tokop i  sesua i  dengan  

Sal i nan ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P- 25 : Sal i nan  PenetapanEksekus i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Medan  No.  01/G/2011 /PTUN- MDN. 

(Fo tokop i  sesua i  dengan  

Sal i nan ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Ter lawan  te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  fo to kop i  

sura t - sura t  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  te lah  

disesua i kan  dengan  as l i nya ,  ser ta  d iber i  tanda  T- 1  sampai  

dengan  T- 5,  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 1 : Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  131.12-

566  Tahun  2011  Tangga l  27  Ju l i  2011  ten tang  

Pengesahan  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  

Sumatera  Utara . (  fo tokop i  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 2 : Keputusan  menter i  da lam  Neger i  Nomor  132.12-

567  Tahun  2011  tangga l  27  Ju l i  2011  ten tang  

Pengesahan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumatera  Utara . (  fo tokop i  sesua i  

dengan 

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 3 : Sura t  Edaran  Mahkamah Agung Nomor  8 Tahun 2005  

ten tang  Petun juk  Tekn is   Tentang  Sengketa  

Mengenai  Pemi l i han  Umum  kepa la  daerah  

(P ILKADA).  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bukt i  T- 4 : Sura t  Edaran  Mahkamah Agung Nomor  7 tahun  2010  

ten tang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengenai  

Pemi l i han  Umum  kepa la  daerah  (PILKADA).  

( fo t okop i  sesua i  dengan  Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 5 : Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  ten tang  

Mahkmah  Konst i t u s i .  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

Asl i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  p ihak  Pelawan  t i dak  mengajukan  

Kes impulan  dan  Pihak   Ter lawan  te l ah  mengajukan  Kesimpulan  

pada  pers i dangan  tangga l  24  Oktober  2011,  se lengkapnya  

sebaga imana  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  tak  te rp i sahkan  dalam  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d i  

pers i dangan  menunjuk  pada  ber i t a  acara  pers i dangan  dalam 

perkara  in i  dan  merupakan  bagian  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

ura ian  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  akh i rnya  para  pihak  menyatakan  t i dak  akan  

mengajukan  sesuatu  hal  lag i  da lam  perkara  in i ,  dan  

se lan ju t nya  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

               Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  

per l awanan  Para  Pelawan  ada lah  sebaga imana  te rsebu t  
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dia tas  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa gugatan  per lawanan   a quo  

ada lah  di t u j u kan  te rhadap  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :   146/G/2011 /PTUN.JKT.   tangga l  

11  Agustus  2011,  yang  amarnya  menyatakan  gugatan  Para  

Penggugat  t i dak  

di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

              Menimbang,  bahwa Penetapan  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  146/G/2011 /PTUN.JKT.  

tangga l  11  Agustus  2011  te rsebu t  pada  pokoknya  didasarkan  

per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  Para  Penggugat  menyangkut  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  in  casu  Pemi lukada  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara ,  dan  subs tans i  

permasa lahan  yang  menjad i  obyek  sengketa  ada lah  ten tang  

has i l  pengh i t ungan  dan  penetapan  pemenang  Pemi lukada  

ada lah  te rmasuk  dalam kategor i  Pasa l  62 ayat  (1 )  huru f  a  

Undang  –  Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  sengketa  yang  dike lua r kan  oleh  Menter i  Dalam Neger i  

(  Terguga t )  ada lah  di te rb i t k an  dalam  rangka  Pemi l i han  

Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  
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Sumatera  Utara  yang  merupakan  has i l  pemi l i han  umum 

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  2  huru f  g  Undang  –  Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa dalam gugatan  per lawanannya  

para  pelawan  menuntu t  agar  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  146/G/2011 /PTUN.JKT.  tangga l  11  

Agustus   2011  te rsebu t  d inya takan  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasar  karena  menuru t  Para  Pelawan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  dan  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  132.12- 566  Tahun  2011,  tangga l  

27  Ju l i  2011  ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah Prov ins i  Sumatera  Utara  ada lah  te rmasuk  jen i s  

keputusan  yang  memenuhi  e lemen  Pasal  1  angka  9  Undang  –  

Undang Nomor :  51 Tahun 2009 ten tang  Perubahan  Kedua Undang -  

Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga  obyek  sengketa  

te rsebu t  dapat  d iper i k sa  di  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  per lawanan  te rsebu t ,  

p ihak  Ter lawan  te lah  mengajukan  sura t  tanggapan  te r t angga l  27  

September  2011; - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa  untuk  memperkua t  da l i l  gugatan  

per l awannya ,  Para  Pelawan  mengajukan  a la t  bukt i  sura t  yang  

dibe r i  tanda  bukt i  P- 1 sampai  dengan P- 25,  sedangkan  Ter lawan  

mengajukan  ala t  bukt i  sura t  yang  dibe r i     tanda   Bukt i  T – 1 

Halaman 31 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai  dengan  Bukt i  T  – 

15; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

 Menimbang,  bahwa  te rhadap  ala t  bukt i  yang  dia jukan  

oleh  para  pihak  te rsebu t ,  maka dalam per t imbangan  putusan  a  

quo,  sesua i  kewenangan  hak im  yang  dia tu r  da lam  keten tuan  

Pasal  107  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  maka  dalam 

memper t imbangkan  sengke ta  a  quo  Hakim  menentukan  apa  yang  

harus  d ibuk t i k an ,  beban  pembukt i an  beser ta  pen i l a i a n  

pembukt i an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa dar i  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  146/G/2011 /PTUN.JKT. ,  dan  

gugatan  per l awanan  Para  Pelawan,  ser ta   tanggapan  dar i  

Ter lawan,  menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim  dalam  sengketa  

per l awanan  a quo,  permasa lahan  hukum admin is t r a s i  yang  harus  

dipe r t imbangkan  ada lah  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 1.  Apakah  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  ten tang  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  

Sumatera  Utara  dan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  132.12- 566  Tahun  2011,  tangga l  27  Ju l i  2011  

ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  

Tengah  Prov ins i  Sumatera  Utara  (  Obyek  Sengketa  )  a quo 

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dimaksud  Pasa l  2  huru f  g  Undang  – Undang  Nomor  9 Tahun  
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2004,  seh ingga  t i dak  dapat  d isengke takan  di  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ? ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 2.  Apakah  permasa lahan  yang  menjad i  dasar  gugatan  ada lah  

bukan  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  

dimaksud  Pasal  62 ayat  (1 )  huru f  a Undang – Undang Nomor  

5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

seh ingga  Ketua  Pengadi l an  dapat  menyatakan  gugatan  t i dak  

dapat  

d i t e r ima  ?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permasa lahan  per tama  

te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                Menimbang,  bahwa Obyek  sengketa  dalam 

gugatan  awal  Perkara  Nomor  :  146/G/2011 /PTUN.JKT. ,  

ada lah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  131.12- 566 Tahun 2011  

Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  

Prov ins i  Sumate ra  Utara ,  tangga l  27  Ju l i  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  132.12- 567  Tahun  

2011,  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah Prov ins i  Sumate ra  Utara ,  tangga l  27 Ju l i  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  
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dapat  disengke takan  di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  1  angka  9  Undang  –  Undang  

Nomor  51 Tahun  2009  ada lah  harus  memenuhi  unsur  atau  elemen,  

sebaga i  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  o leh  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  

Usaha  Negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang  – undangan  

yang  ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l ,  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan hukum 

perda ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  obyek  sengketa  

te rsebu t ,  maka menuru t  Maje l i s  Hakim,  obyek  sengketa  te rsebu t  

ada lah  merupakan  penetapan  te r t u l i s  yang  d i t e rb i t k an  Menter i  

Dalam  Neger i  se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  dan  Sura t  

Keputusan  te rsebu t  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  

yang  bers i f a t  konkr i t  dan  ind i v i ua l ,  karena  nyata  ber i s i  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  

Tengah  Prov ins i  Sumate ra  Utara ,  tangga l  27  Ju l i  2011,   dan  

sura t  te rsebu t  te l ah  bers i f a t  f i na l  menimbulkan  ak iba t  hukum,  

karena  tanpa  harus  d imin takan  perse tu j uan  dar i  p ihak  la i n ,  

maka  sura t  Pengesahan  te rsebu t  langsung  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  p ihak - p ihak  yang  di tu j u  keputusan  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  – 

per t imbangan  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Keputusan  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  
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Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumtaera  Utara ,  tangga l  27  

Ju l i  2011,  te rsebu t  te l ah  memenuhi  unsur  atau  elemen Pasa l  1  

angka  9 Undang – Undang Nomor  51 tahun  2009,  akan  te tap i  yang  

menjad i  per tanyaan  hukum  kemudian  adalah  apakah  obyek  

sengketa  te rsebu t  te rmamsuk  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  

dikecua l i k an  sebaga imana  d i  atu r  da lam pasa l  2 huru f  g Undang  

– Undang  Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang  – 

Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perd i l an  Tata  Usaha 

Negara  ? ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa Pasa l  2 huru f  g Undang – Undang Nomor  

9 Tahun  2004,  d ia tu r ,  Tidak  te rmasuk  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  ada lah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  di  

pusat  maupun  d i  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  

umum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa menuru t  Pasa l  2 huru f  g dia tas  maka 

tegas  bahwa yang  dikecua l i k an  (  t i dak  te rmasuk  keputusan  Tata  

Usaha Negara  )  adalah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum ba ik  di  

pusat  maupun  d i  daerah  mengenai  has i l  pemi l i han  umum,  dan  

te rnya ta  dalam  kasus  konkr i t  a  quo,  Keputusan  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah Prov ins i  

Sumate ra  Utara ,  adalah  bukan  di t e rb i t k an  oleh  Komis i  

Pemi l i han  Umum, te tap i  d i t e r b i t k an  oleh  Menter i  Dalam Neger i  

seh ingga  o leh  karenanya  dapat  d is impu lkan  bahwa  Keputusan  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumate ra  Utara ,  

ada lah  bukan  te rmasuk  keputusan  yang  dikecua l i k an  sebaga i  
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  d imaksud  Pasa l  2 

huru f  g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; - -

Menimbang,   bahwa  oleh  karena  obyek  sengketa  t i dak  

temasuk  keputusan  yang  d ikecua l i k an  sebaga imana  dimaksud  

Pasal  2  huru f  g  Undang  –  Undang  Nomor  9  Tahun  2004,   dan  

keputusan  obyek  sengketa  dalam  gugatan  perkara  Nomor  :  

146/G/2011 /PTUN.JKT.  te lah  memenuhi  kre te r i a  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  1  angka  9  Undang  – 

Undang Nomor  51 Tahun  2009,    maka Maje l i s  Hakim berpendapat  

bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  berwenang   untuk  memer iksa  

dan  mengadi l i  sura t  Keputusan  obyek  sengketa  dalam  perkara  

Nomor  :  

146/G/2011 /PTUN.JKT ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  permasa lahan  yang  kedua,  yakn i ,  apakah  

pokok- pokok  gugatan  atau  permasa lahan   yang  menjad i  dasar  

gugatan  ada lah  bukan  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  pasa l  62 ayat  (1 )  huru f  a Undang- Undang 

Nomor   5   Tahun  1986  ten tang   Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara    ?; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apab i l a  dice rmat i  sura t  gugatan  Para  

penggugat  (sekarang  Para  Pelawan) ,  maka  gugatan  te rhadap  

Keputusan  Mente r i  Dalam  Neger i  ten tang  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah Prov ins i  

Sumate ra  Utara ,  pada  pokoknya   ada lah  didasarkan  atas  dal i l  

sebaga i  ber i ku t  :  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Penerb i t an  Keputusan   Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  

Sumtaera  Utara ,  o leh  Tergugat  (sekarang  Ter lawan)  

ada lah  caca t  hukum  fo rmi l  dan  mater i i l  karena  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah  Nomor  730.A /KPU-

TT/002 .434687 /X I I / 2 010 ,  tangga l  13  Desember  2010,  

ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  te lah  diba ta l kan  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  42/KPU-

TT/SK/VI I / 2011 ,  tangga l  14  Ju l i  2011,  ten tang  

Pencabutan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Tapanu l i  Tengah  Nomor  :  730.A /KPU-

TT/002 .434687 /X I I / 2 010 ,  tangga l  13  Desember  2010,  

ten tang  Penetapan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tapanu l i  

Tengah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   pencabutan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Tapanu l i  Tengah  Nomor  730.A /KPU-

TT/002 .434687 /X I I / 2 010  te rsebu t  ada lah  didasarkan  

atas  Putusan  PTUN  Medan  Nomor  :  01/G/2011 /PTUN-

MDN, tangga l  10 Maret  2011,  yang  te l ah  berkekua tan  

hukum  te tap  ( ink rach t ) ,   sebaga imana  dimaksud  
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dalam  Sura t  Kete rangan  Ink rach t   Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Medan  Nomor  :  W1-

TUN1/AT.02 .07 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  28  Maret  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  meskipun  Tergugat  te l ah  mengetahu i  adanya  

Eksekus i  Putusan  PTUN Medan  oleh  KPU Kabupaten  

Tapanu l i  Tengah   mela lu i  SK  KPUD No.  42/KPU-

TT/SK/VI I / 2011 ,   te rnya ta  Tergugat  te tap  

menerb i t kan   Keputusan    Nomor  131.12- 566  Tahun  

2011  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

Tapanu l i  Tengah  Prov ins i  Sumtaera  Utara ,   dan  

Keputusan    Nomor  132.12- 567  Tahun  2011,  Tentang  

Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  

Tengah  Prov ins i  Sumtaera  Utara ,  tangga l  27  Ju l i  

2011; - - - - - -

Bahwa t i ndakan  Terguga t   menerb i t kan  Keputusan  Nomor  

131.12- 566  Tahun  2011  dan  Nomor  131.12- 567  Tahun  

2011  adalah  ber ten tangan  dengan  perundang- undangan  

yang  ber laku  dan  melanggar  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apab i l a  dice rmat i  dengan  saksama,  

maka  alasan  gugatan  atau  fak ta  -  fak ta  yang  menjad i  dasar  

da lam sura t  gugatan  Para  Penggugat  (sekarang  Para  Pelawan  )  

te rsebu t  d ian ta ranya  adalah  mengura i kan  mengenai   pe langgaran  

hukum admin is t r a s i  khususnya  menyangkut  aspek  prosedur  dan  
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subs tans i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara    yang   d i te rb i t k an  

Tergugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  dalam  gugatan  Para  

penggugat  mengura ikan  ten tang  Pelanggaran  hukum admin is t r a s i  

yang  di l akukan  Terguga t  da lam  proses  penerb i t an  Obyek  

Sengketa  maka Maje l i s  Hakim berpendapa t  bahwa alasan  gugatan  

atau  fak ta  - fak ta  yang  menjad i  dasar  da lam sura t  gugatan  Para  

Penggugat  (sekarang  Para  Pelawan  )  ada lah  merupakan  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

mengadi l i n ya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa berdasarkan  kese lu ruhan  per t imbangan  

dia tas ,  o leh  karena  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  ten tang  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Tapanu l i  

Tengah  Prov ins i  Sumtaera  Utara ,     adalah  keputusan  Tata  

Usaha  Negara   yang  dapat  d isengke takan  di  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  dan  alasan  gugatan  atau  fak ta  -  fak ta  yang  

menjad i  dasar  da lam  sura t  gugatan  Para  Penggugat  (sekarang  

Para  Pelawan  )  ada lah  merupakan  kewenangan  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ,  maka Maje l i s  Hakim dalam Gugatan  Per lawanan  in i  

t i dak  sependapat  dengan  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor.  146/ G/2011 /PTUN.JKT  tangga l  11  Agustus  

2011,  o leh  karenanya  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  te r sebu t  harus  dinya takan  gugur  demi  hukum,  

dan  gugatan  per l awanan  dar i  Para  Pelawan  harus  dinya takan  

di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  dinya takan  gugur  te rhadap  

Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  :  

146/ G/2011 /PTUN.JKT  tangga l  11  Agustus  2011,  maka  gugatan  

perkara  Nomor  :  146/G/2011 /PTUN.JKT.  tangga l  29  Ju l i  2011  

harus lah  di l an j u t k an  dan  dipe r i k sa  ser ta  dipu tus  dengan  

pemer iksaan  acara  

biasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

  Menimbang,  bahwa  mengenai  a la t  bukt i  para  pihak  

se leb ihnya  sete lah  dipe r t imbangkan  te rnya ta  t i dak  re levan  

untuk  putusan  in i ,  akan  te tap i  te tap  di l amp i r kan  dan  menjad i  

satu  kesa tuan  dalam  berkas  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  per lawanan  Para  Pelawan  

dinya takan  di te r ima ,  maka b iaya  yang  t imbu l  da lam per lawanan  

a quo dibebankan  kepada  Ter lawan ; - - - -

Menginga t ,  Undang  –  Undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te rakh i r  d i  ubah  

dengan  Undang  –  Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ,  dan  juga  

pera tu ran  perundang  – undangan  ser ta  keten tuan  hukum la i nnya  

yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                           M E N G A D I  L  
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I    

 Mener ima  gugatan  per lawanan  Para  

Pelawan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugur  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  146/ G/2011 /PTUN.JKT  tangga l  11 

Agustus  2011; - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Nomor  :  146/G/2011 /PTUN.JKT.  tangga l  29  

Ju l i   2011  di l an j u t k an  dan  diper i k sa  ser ta  dipu tus  

dengan pemer iksaan  acara  b iasa ; - - -

Menghukum  Ter lawan  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  per lawanan  in i  sebesar   Rp.  94.000 . -  

(sembi l an  puluh  empat  r i bu  rup iah ) ; - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  dalam rapa t  permus yawaratan  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  har i  Selasa  

tangga l  8 Nopember   2011 o leh  kami  H.  BAMBANG HERIYANTO, SH. ,  

M.H.  se laku  Hakim  Ketua  Maje l i s  bersama dengan  KASIM,  S.H. ,  

dan  JUMANTO,  S.H. ,   masing- masing  se laku  Hakim  Anggota ,  

putusan  mana d iucapkan  pada   har i    Selasa    tangga l        8 

Nopember  2011  dalam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  

kami              H.  BAMBANG HERIYANTO,  S.H. ,  M.H.  se laku  

Hakim Ketua  Maje l i s  bersama dengan  KASIM,  S.H. ,  dan  JUMANTO, 

S.H. ,  masing- masing  se laku  Hakim  Anggota ,  dengan  d iban tu  

YUSUF AMIN,  S.H.  se laku  Pani te ra  Penggant i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Para  

Pelawan  dan  Kuasa  Hukum  Ter lawan.  

Halaman 41 dar i  43 ha laman Putusan  Nomor  
146/PLW/2011/PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              HAKIM KETUA 

MAJELIS,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

t t d

         t t d  

H.  BAMBANG HERIYANTO,  S.H. ,  M.H.

KASIM,  S.H.

 t t d

JUMANTO,  S.H.

         PANITERA PENGGANTI,

t t d

        YUSUF AMIN,  S.H.

Rinc ian  biaya  perkara  :

1.
Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp.   80.000 , -

2. Matera i  ……………………………………
Rp.  6.000 , -

3.
Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rp.  5.000 , -

4. Leges  ……………………………………..
Rp.  3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  +

Rp.  94.000 , -

( Sembi lan  Puluh  Empat  Ribu  Rupiah ) .
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